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Diperlukan beberapa hal yang menjadi penting dilakukan, yaitu mengubah dasar Filosofis yang lebih
mengedepankan pertahanan dan keamanan nasional, mengubah definisi Film sebagai media komunikasi
yang diarahkan untuk tujuan hiburan, sejarah, kebudayaan, dan informasi, UU Perfilman perlu mengatur
secara rinci dari hulu hingga hilir terkait aktivitas perfilman sebagai industri dan perfilman sebagai
aktivitas komunitas, Melakukan pelindungan hukum terhadap pekerja film, dengan mendefinisikan pekerja
film sebagai tenaga kerja yang dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan, mendefinisikan komunitas film
sebagai kelompok/kumpulan orang yang memiliki visi misi dan tujuan yang sama dalam hal memproduksi
film dan bersifat independen, mendefinisikan bioskop online sebagai tempat usaha yang menyediakan film
melalui teknologi informasi, mengubah kebijakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam memajukan
perfilman, mengatur secara rinci terkait hak cipta atas pembentukan sebuah film, mengatur kembali
kelembagaan BPI disertai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan untuk memajukan film Indonesia.




